
SALINAN 

BUPATI PACITAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 166 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMANFAATAN S I S T E M INFORMASI KABUPATEN 
DI KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a bahwa da lam rangka penyelenggaraan tata kelola data 
guna m e n d u k u n g perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 
dan pengendalian pembangunan d i Kabupaten Pacitan 
yang efektif d ipe r lukan adanya pemanfaatan data yang 
akura t , lengkap dan akuntabe l ; 

h bahwa guna member ikan a rah dan landasan h u k u m 
terkai t dengan pemanfaatan data daerah dalam Sistem 
Informasi Kabupaten agar terkoordinas i dengan baik per lu 
d ia tur pedoman pemanfaatan Sistem Informasi 
Kabupaten; 

c bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan Peraturan 
Bupa t i tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kabupaten 
d i Kabupaten Pacitan; 

1. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi E lektron ik (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4843); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publ ik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4866); 

3. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2009 tentang Pelayanan 
Publ ik (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa ka l i d iubah te rakh i r dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 



5. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publ ik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5149); 

7. Peraturan Presiden Nomor 39 T a h u n 2019 tentang Satu 
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 112); 

8. Peraturan Presiden Nomor 95 T a h u n 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis E lektron ik (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 182); 

9. Peraturan G u b e m u r Jawa T imur Nomor 81 Tahun 2020 
tentang Satu Data Provinsi Jawa T imur (Berita Daerah 
Provinsi Jawa T imur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E); 

10. Peraturan B u p a t i Nomor 42 T a h u n 2021 tentang Satu 
Data Kabupaten Pacitan (Berita daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2021 Nomor 43); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN S I S T E M 
INFORMASI KABUPATEN DI KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i , yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu 

Bupa t i dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam 
penyelenggaraan u rusan pemer intahan yang menjadi kewenangan daerah 
Kabupaten. 

5. Dinas adalah Dinas Komunikas i dan In format ika Kabupaten Pacitan selaku 
wal idata. 

6. Sistem Informasi Kabupaten selanjutnya d is ingkat SIKAB adalah sebuah 
sistem informasi berbasis apl ikas i web da lam ja r ingan yang d imanfaatkan 
u n t u k mengumpu lkan data dar i berbagai produsen data yang kemudian 
dikelola oleh wal idata. 

7. Data adalah catatan atas k u m p u l a n fakta a tau d iskr ips i dar i 
sesuatu/kejadian/kenyataan yang d ihadapi berupa angka, karakter , 
s imbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tu l i san suara, dan buny i yang 
mempresentasikan keadaan sebenarnya a tau m e n u n j u k a n suatu ide, objek, 
kondis i a tau si tuasi . 



8. Data Stat is t ik adalah Data berupa angka tentang karakter i s t ik a tau c i r i 
k h u s u s sua tu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, 
pengolahan, penyajian dan analisis. 

9. Metadata adalah informasi t e r s t ruk tu r yang mendeskr ips ikan, menjelaskan, 
menemukan, a tau menjadikan suatu informasi m u d a h u n t u k d i t emukan 
kembal i , d i gunakan, a tau dikelola serta mengandung informasi mengenai is i 
dar i sua tu data yang d ipaka i u n t u k keper luan manajemen file data dalam 
suatu basis data. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, 
d imensi a tau u k u r a n , dan/ atau karakter i s t ik objek a lam dan/ atau bua tan 
manus ia yang berada d i bawah, pada, a tau d i atas pe rmukaan b u m i . 

10. Data Pribadi adalah data perseorangan te r tentu yang d is impan d i rawat dan 
dijaga kebenaran serta d i l indung i kerahasiaannya. 

11. Potensi desa adalah segenap sumber daya a lam dan sumber daya manus ia 
yang d im i l i k i desa sebagai modal dasar yang per lu dikelola dan 
d ikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. 

12. Teknologi Informasi adalah sua tu t ekn ik u n t u k mengumpulkan , 
menyiapkan, meny impan, memproses, m e n g u m u m k a n , menganalisis, 
dan/atau menyebarkan informasi . 

13. Transaksi e lektronik adalah perbuatan h u k u m yang d i l akukan dengan 
menggunakan komputer , j a r ingan komputer , dan/atau media e lektronik 
la innya. 

14. Pembina data adalah u n i t pada Instans i Daerah yang d iber ikan penugasan 
u n t u k me lakukan pembinaan dan koordinasi terka i t Data d i dalam SIKAB. 

15. Wal idata adalah u n i t pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan 
pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang d isampaikan oleh 
Produsen Data serta menyebar luaskan Data yang ada d i da lam SIKAB. 

16. Produsen Data adalah u n i t pada Instansi Daerah yang menghasi lkan Data 
berdasarkan kewenangan sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan daerah. 

17. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, 
kelompok orang, a tau badan h u k u m yang mendapatkan hak akses dar i 
Pembina data u n t u k menggunakan dan mengolah Data d i dalam SIKAB. 

18. Operator Data adalah ind i v idu yang d iber ikan penugasan oleh masing-
masing produsen data u n t u k memasukkan dan memperbaharui data yang 
ada d i da lam SIKAB 

19. Interoperabi l i tas Data adalah kemampuan Data u n t u k dibagipakaikan antar 
sistem elektronik yang sal ing ber interaksi . 

Pasal 2 

SIKAB d i Kabupaten Pacitan diber i nama Sistem Informasi Kabupaten Data 
Nyawiji U n t u k Pelayanan Terintegrasi Masyarakat Pacitan yang selanjutnya 
disebut SIKAB TAJI PRIMA 

Pasal 3 

SIKAB TAJI PRIMA d imaksudkan u n t u k mewu judkan pengelolaan data dan 
informasi daerah yang berkual i tas dan terintegrasi u n t u k mendukung 
pelayanan pub l i k dan pembangunan da lam rangka percepatan 
penanggulangan kemisk inan d i Kabupaten Pacitan. 



Pasal 4 

Tu juan SIKAB TAJI PRIMA me l iput i : 
a. membangun basis data dan informasi u n t u k pembangunan daerah yang 

terintegrasi; 
b. menyediakan akses data dan informasi u n t u k pembangunan daerah yang 

terintegrasi; 
0. men ingkatkan pelayanan pub l ik ; dan 
d. menjadi pedoman pemer intah daerah dan desa dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan data dan informasi . 

Pasal 5 

Fungsi SIKAB TAJI PRIMA adalah: 
a. u n t u k mengintegrasikan data dan informasi ; 
b. u n t u k men ingkatkan aksesibi l i tas data dan informasi secara tepat w a k t u 

dan akura t ; 
c. u n t u k menjamin tersedianya sistem informasi yang berkual i tas; 
d. u n t u k menjamin t ransaks i e lektronik; dan 
e. u n t u k melaksanakan pelayanan pub l ik . 

Pasal 6 

Manfaat SIKAB TAJI PRIMA adalah: 
a. pengintegrasian dan pengelolaan informasi dan data; 
b. penyajian informasi dan data sebagai bahan perencanaan pembangunan 

daerah; 
c. peningkatan kua l i tas pengelolaan informasi dan data secara berkala; 
d. peningkatan t ransparans i dan akuntab i l i tas pembangunan; 
e. peningkatan kua l i tas pelayanan pub l ik ; dan 
f. penentuan sasaran program dan/atau kegiatan pembangunan daerah. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 7 

Ruang l ingkup SIKAB TAJI PRIMA me l iput i : 
a. Kedudukan dan para p ihak; 
b. Hak dan kewajiban Pembina data, Wali data, Produsen data dan Pengguna 

data; 
c. Standar Data; 
d. A lur pelaksanaan SIKAB; 
e. Pemanfaataan SIKAB; dan 
f. Pengelolaan data dan pengembangan. 

BAB I I I 

KEDUDUKAN DAN PARA PIHAK 

Pasal 8 
(1) SIKAB TAJI PRIMA berkedudukan d i Kabupaten. 
(2) Para p ihak SIKAB TAJI PRIMA me l iput i : 

a. Pembina data SIKAB TAJI PRIMA adalah instans i pemer intah yang 
membidangi u r u s a n pemer intahan b idang perencanaan pembangunan 
daerah. 



b. Walidata SIKAB TAJI PRIMA adalah ins tans i pemer intah yang 
membidangi u r u s a n pemer intahan b idang Komunikas i dan Informasi. 

c. Produsen data SIKAB TAJI PRIMA adalah se luruh PD d i Kabupaten 
Pacitan. 

d. PD akan secara bertahap menjadi Produsen data d i dalam SIKAB TAJI 
PRIMA. 

e. Pada tahap pertama, yang menjadi Produsen data da lam SIKAB TAJI 
PRIMA adalEih Instans i Pemerintah yang membidangi u rusan 
pemer intahan bidang: 
1. Kependudukan dan Catatan Sipi l ; 
2. Sosial; 
3. Kesehatan; 
4. Pendidikan; 
5. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 
7. Pemerintahan u m u m ; 
8. Pengguna data; 
9. Pemerintah Desa/Kelurahan; 
10. Perangkat Daerah (PD); dan 
11 . Pihak la in yang d iber ikan Hak Akses. 

BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban Pembina Data 

Pasal 9 

(1) Hak Pembina Data adalah: 
a. mendapatkan data dan informasi dar i Pengguna Data mela lui SIKAB; 
b. menolak a tau member ikan data dan informasi sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan; 
c. melaksanakan kerja sama pemanfaatan data dengan p ihak la in sesuai 

dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan; dan 
d. mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan 

SIKAB TAJI PRIMA. 
(2) Kewajiban Pembina Data adalah: 

a. member ikan persetujuan h a k akses kepada pengguna data; dan 
b. mengkoordinasikan pengelolaan data d i da lam SIKAB TAJI PRIMA antar 

Produsen Data. 

Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Wali Data 

Pasal 10 

(1) Hak Wal i Data adalah: 
a. mengolah data dar i Produsen Data ke da lam SIKAB TAJI PRIMA; 
b. menyaj ikan data d i da lam SIKAB TAJI PRIMA; dan 
c. mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas. 



Kewajiban Wal i Data adalah: 
a. menyediakan dan memel ihara i n f r a s t ruk tu r T l (Teknologi Informasi); 
b. member ikan j a m i n a n keamanan dan per l indungan data d i da lam SIKAB 

TAJI PRIMA; 
c. member ikan hak akses kepada pengguna sesuai dengan keputusan 

Pembina Data; 
d. member ikan pembinaan kepada pengguna; dan 
e. mengembangkan SIKAB TAJI PRIMA atas usu l an dar i PD. 

Bagian Ketiga 
Hak dan Kewajiban Produsen Data 

Pasal 11 

Hak Produsen Data: 
a. mengelola data m i l i k produsen data d i da lam SIKAB TAJI PRIMA; 
b. menolak a tau member ikan data dan informasi OPD terka i t basi l o lahan 

data SIKAB TAJI PRIMA kepada p ihak la in sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

c. melaksanakan kerja sama pemanfaatan data dengan p ihak la in sesuai 
dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan; 

d. mendapatkan j a m i n a n keamanan dan per l indungan atas datanya d i 
da lam SIKAB TAJI PRIMA; dan 

e. mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas da lam 
mengoperasikan SIKAB TAJI PRIMA. 

Kewajiban Produsen Data: 
a. menyediakan dan m e m u t a k h i r k a n data sesuai dengan ketentuan 

pera turan perundang-undangan secara berkala; 
b. me lakukan val idasi dan verif ikasi data sebelum d imasukkan ke da lam 

SIKAB TAJI PRIMA; dan 
c. menyediakan sumber daya manus ia sebagai tenaga operator data SIKAB 

TAJI PRIMA. 

Bagian Keempat 
Hak dan Kewajiban Pengguna 

Pasal 12 

Hak Pengguna: 
a. mendapatkan data dan informasi a tau akses dar i Pemerintah Daerah 

mela lu i SIKAB TAJI PRIMA; 
b. mengolah data dan informasi data yang ada d i SIKAB TAJI PRIMA 

sesuai pe runtukannya ; 
c. me lakukan klar i f ikas i dan verif ikasi data dan informasi berdasarkan 

bas i l pengolahan data/sinkronisasi dengan data PD; 
d. mendapatkan pembinaan dan pendampingan dar i Pemerintah Daerah; 
e. member ikan masukan kepada pemer intah daerah u n t u k pengembangan 

SIKAB TAJI PRIMA; 
f. mendapatkan j a m i n a n keamanan data dan informasi dar i wal i data; dan 
g. menolak member ikan data dan informasi sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan. 



(2) Kewajiban Pengguna: 
a. menjaga kerahasiaan data dan informasi ; 
b. melaporkan penggunaan data kepada pembina data dan produsen data; 

dan 
c. mengalokasikan anggaran operasional sesuai kewenangannya. 

BAB V 
STANDAR DATA 

Bagian Kesatu 
Metadata 

Pasal 13 

(1) Data yang d ihas i lkan oleh Produsen Data ha rus di lengkapi dengan 
Metadata. 

(2) Informasi da lam Metadata harus meng ikut i s t r u k t u r yang baku dan format 
yang baku . 

(3) S t r u k t u r yang baku sebagaimana d imaksud pada ayat (2) me ru juk pada 
bagian informasi tentang Data yang harus d icakup dalam Metadata. 

(4) Format yang baku sebagaimana d imaksud pada ayat (2) meru juk pada 
spesifikasi a tau standar teknis da r i Metadata. 

Bagian Kedua 
Data Nomor Induk Kependudukan dan Koordinat 

Pasal 14 

(1) Data yang d i k u m p u l k a n d i da lam SIKAB TAJI PRIMA wajib memi l ik i elemen 
data Nomor I n d u k Kependudukan yang terbaru berdasarkan data Dinas 
yang membidangi adminis t ras i kependudukan dan pencatatan sipi l . 

(2) Data yang d i k u m p u l k a n d i da lam SIKAB TAJI PRIMA secara bertahap wajib 
memi l ik i elemen data Koordinat. 

(3) Data Nomor I n d u k Kependudukan dan Koordinat akan d iperbaharui secara 
r u t i n berdasarkan mekanisme yang disepakati antar produsen data. 

Bagian Ketiga 
Interoperabilitas Data 

Pasal 15 

(1) Data yang d i k u m p u l k a n d i da lam SIKAB TAJI PRIMA harus memenuhi 
ka idah Interoperabil i tas Data. 

(2) U n t u k memenuh i ka idah Interoperabil i tas Data sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), Data harus : 
a. konsisten da lam s in tak/bentuk, s t ruktur/skema/kompos is i penyajian, 

dan semant ik/ar t iku las i keterbacaan; dan 
b. d is impan da lam format t e rbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. 



BAB VI 
ALUR PELAKSANAAN S IKAB 

Pasal 16 

Alur pelaksanaan SIKAB TAJI PRIMA sesuai dengan tahapan sebagai ber ikut : 
a. pengumpulan data; 
b. verif ikasi dan validasi data; 
c. pengolahan data; dan 
d. pemanfaatan data. 

Bagian Kesatu 
Pengumpulan Data 

Pasal 17 

(1) Pengumpulan data sebagaimana d imaksud dalam Pasal 16 h u r u f a, 
d i l akukan oleh PD dan Lembaga la innya sesuai dengan tugas dan 
kewenangannya. 

(2) Data yang d i k u m p u l k a n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) pal ing sedikit 
mencakup data penyelenggaraan u rusan pemer intahan bidang: 
a. Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 
b. Sosial; 
c. Kesehatan; 
d. Pendidikan; 
e. Koperasi, usaha mikro , keci l , dan menengah; 
f. Pemberdayaan masyarakat desa; dan 
g. Pemerintahan u m u m . 

(3) Pengumpulan data sebagaimana d imaksud pada ayat (1), dapat berasal 
dar i : 
a. kompi las i p roduk adminis t ras i ; 
b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral; 
c. observasi lapangan / moni tor ing ; 
d. penanganan kasus; 
e. survei; 
f. bas i l sensus; dan 
g. cara la innya. 

(4) Data yang akan d i k u m p u l k a n d i da lam SIKAB TAJI PRIMA: 
a. data pendid ikan me l iput i : 

1. Data Penelitian T indakan Kelas (PTK); 
2. Data anak t idak sekolah; 
3. Data Peserta d id ik ; dan 
4. Data Program Indonesia Pintar. 

b. data U M K M mel iput i : 
1. Data rekapi tulas i ; 
2. Data pemetaan; 
3. Data online umkm.kabpac i tan . id ; dan 
4. Data periz inan. 

c. data kesehatan me l iput i : 
1. Angka kemat ian i b u ; 
2. Angka kemat ian bayi; 
3. Status gizi bal i ta (Stunting/gizi buruk ) ; dan 
4. Ibu ham i l resiko t inggi. 



d. data adm induk me l iput i : 
1. Data ak ta ke lah iran; 
2. Data ak ta kemat ian; 
3. Data k a r t u keluarga; 
4. Data k a r t u tanda penduduk elektronik; 
5. Data sura t p indah datang; dan 
6. Data k a r t u identi tas anak. 

e. data sosial ya i tu Data terpadu kesejahteraan sosial. 

Bagian Kedua 
VeriHkasi dan Val idasi Data 

Pasal 18 

(1) Sebelum data dio lah ke da lam SIKAB TAJI PRIMA, produsen data perlu 
me lakukan veri f ikasi dan val idasi data u n t u k mengecek data yang mas ih 
be lum lengkap, be lum sesuai, dan mengecek kesesuaian format data. 

(2) Verif ikasi dan val idasi data d i l akukan produsen data dengan berkonsultasi 
kepada wa l i data. 

(3) Data yang t idak lolos proses verif ikasi dan val idasi akan d ikembal ikan 
u n t u k d iperbaik i oleh produsen data. 

Bagian Ketiga 
Pengolahan data 

Pasal 19 

(1) Pengolahan data sebagaimana d imaksud da lam Pasal 16 h u r u f c, me l iput i 
pengolahan data geospasial, data stat ist ik, dan data layanan. 

(2) Pengolahan data sebagaimana d imaksud pada ayat (1), dapat d i l akukan 
secara m a n u a l dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi . 

(3) Pengolahan data sebagaimana d imaksud pada ayat (2), me l iput i 
pengelompokan, penyunt ingan, tabulasi , dan pemetaan. 

(4) Pengolahan data d i laksanakan oleh Wal idata yang menyelenggarakan 
u rusan pemer intahan d i b idang Komunikas i , in format ika dan stat ist ik. 

Bagian Keempat 
Pemanfaatan Data 

Pasal 2 0 

(1) Pemanfaatan data sebagaimana d imaksud da lam Pasal 16 h u r u f d, 
merupakan kegiatan da lam rangka memanfaatkan hasi l pengolahan data 
dan/atau informasi yang d i l akukan oleh lembaga, ins t i tus i , a tau indiv idu 
yang m e m b u t u h k a n data d i da lam SIKAB TAJI PRIMA. 

(2) Akses pemanfaatan data terhadap data yang ada d i da lam SIKAB TAJI 
PRIMA d iber ikan oleh pembina data da lam rangka mendukung 
pembangunan Kabupaten. 

(3) Pemanfaatan data diperbolehkan u n t u k pembangunan daerah 
(4) Data yang ada di larang u n t u k d imanfaatkan u n t u k kepentingan pribadi 

a tau kepentingan la innya yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan. 



BAB VI I 
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 

Pasal 21 

(1) Pengelolaan dan pengembangan SIKAB TAJI PRIMA d i laksanakan oleh t i m 
teknis. 

(2) T im teknis sebagaimana d imaksud ayat satu (1) t e rd i r i dar i : 
a. Pembina adalah Bupa t i dan Waki l Bupa t i ; 
b. Pengarah adalah Sekretaris Daerah dan Asisten; 
c. Ketua adalah Bappeda; 
d. Sekretaris adalah Dinas Komunikas i dan Informasi ; dan 
e. Anggota adalah perangkat daerah terkai t . 

(3) T im pengelola dan pengembangan sebagaimana d imaksud ayat (1) 
mempunya i tugas: 
a. mengelola SIKAB TAJI PRIMA; 
b. mengkoordinasikan PD dan Pemerintah Desa da lam pemanfaatan SIKAB 

TAJI PRIMA; 
c. memfasi l i tasi p ihak la in da lam pemanfaatan data dan informasi SIKAB 

sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan; 
d. menjadi adminis t rator SIKAB TAJI PRIMA; 
e. melaksanakan pengelolaan in f r a s t ruk tu r teknologi informasi ; dan 
f. melaporkan pelaksaan tugasnya kepada Bupa t i . 

(4) T im pengelola dan pengembangan sebagaimana d imaksud ayat (1) 
d i te tapkan dengan Keputusan Bupat i . 

BAB VI I I 
PENGAMANAN DATA 

Pasal 22 

Pengamanan data me l iput i : 
a. pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak ; 
b. pengamanan terhadap pengaturan akses terhadap apl ikas i ; dan 
c. pengamanan data dan informasi . 

BAB I X 
PEMBIAYAAN 

Pasal 23 

(1) Pembiayaan SIKAB TAJI PRIMA yang menjadi tugas dan tanggungjawab 
Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(2) Pembiayaan SIKAB TAJI PRIMA yang menjadi tugas dan tanggungjawab 
Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. 



B A B X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Peraturan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan perundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

D i te tapkan d i Pacitan 
Pada Tanggal 1 - 11 - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 1 - 11 - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 167 


